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ABSTRAK 

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Banyak kasus 

kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga). Padahal, ada 

banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan namun 

implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Banyak pengadilan 

kekerasan dalam rumah tangga tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat penting untuk meningkatkan 

perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menemukan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan suami istri 

dalam hidup berumah tangga. Karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam 

rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia, sangat penting untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Korban 

kekerasan fisik, seksual, atau psikis harus dilindungi untuk hak mereka untuk memperoleh 

keadilan karena mereka mengalami penderitaan dan kerugian. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Perlindungan Perempuan  

 

ABSTRACT 

Cases of violence against women in Indonesia are quite alarming. Many cases of violence 

against women occur in the domestic environment (household). In fact, there are many laws 

that regulate the protection of women's rights, but their implementation in the field still faces 

many challenges. Many domestic violence courts do not fulfill a sense of justice, especially 

for victims of domestic violence. Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence is 

essential to improve protection for victims of domestic violence. This study found that 

domestic violence shows an imbalance in the position of husband and wife in married life. 

Since any form of violence, especially domestic violence, is a violation of human rights, it is 

imperative to provide legal protection to victims of domestic violence according to Law No. 

23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. Victims of physical, sexual, or 

psychological violence must be protected for their right to obtain justice because they 

experience suffering and loss. 
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A. PENDAHULUAN  

Rumah htangga hmerupakan hunit hyang hterkecil hdalam hsusunan 

hkelmpok hmasyarakat, hdan hmemiliki hperan hyang hsangat hpenting hdalam 

hmembina hdan hterwujudnya hsuatu hnegara. hDi hIndonesia, hmisalnya htidak 

hmungkin hterjadi hrumah htangga htanpa hperkawinan hkarena hnegara hini 

hdidasarkan hpada hPancasila hdan hdidukung holeh humat hberagama. hKarena 

hperkawinan hadalah hawal hdari hterbentuknya hsuatu hkeluarga. h 

Menurut hUndang-Undang hPerkawinan hNo. h1 hTahun h1974, htujuan 

hutama hperkawinan hadalah huntuk hmembentuk hkeluarga hyang hbahagia hdan 

hberkelanjutan. hPada hPasal h1 hperkawinan hialah hikatan hlahir hbatin hantara 

hseorang hpria hdengan hseorang hwanita hsebagai hsuami histeri hdengan htujuan 

hmembentuk hkeluarga h(rumah htangga) hyang hbahagia hdan hkekal hberdasarkan 

hKetuhanan hYang hMahaesa.1 hHal hini hsemakin hmemperkuat hbahwa hrumah 

htangga hmenjadi htempat hyang haman hbagi hpara hanggotanya. hKarena hkeluarga 

hdibangun holeh hsuami histeri hatas hdasar hikatan hlahir hbatin hdiantara 

hkeduanya.2 

Tujuan hdari hUU hPerkawinan hadalah huntuk hmencegah hperselisihan 

hatau htindakan hfisik hyang hcenderung hmenyakiti hatau hmembahayakan hjiwa 

hseseorang.3 hNamun hkenyataannya hsangatlah hberbeda, hhal htersebut hsemakin 

hmeningkat hdi hkalangan hmasyarakat. hTerlebih hpelakunya hadalah hanggota 

hkeluarga hterdekat. hRumah htangga hyang hseharusnya hmenjadi htempat 

hberlindung, hternyata hmenjadi htempat hkekerasan hdan hpenyiksaan. hIndonesia 

htelah hmemberikan hperlindungan hkepada hkorban hkekerasan hdalam hrumah 

htangga h(KDRT) hmelalui hUU hNo. h23 hTahun h2004 htentang hPenghapusan 

hKekerasan hDalam hRumah hTangga h(PKDRT), hyang hdisahkan hpada htanggal 

h22 hSeptember h2004. h 

Salah hsatu hinstrumen hhukum hnasional, hhukum hpidana hdiciptakan 

huntuk hmelindungi hkorban hdari hsemua hjenis hkejahatan. hHal hini huntuk 

hmelindungi hperempuan hdari hkekerasan hyang hterkait herat hdengan 

hpembentukan hhukum.4 hPerempuan hmembutuhkan hperlindungan hdan 

hpenghormatan hhak-haknya, hkarena hperan hmereka hyang htelah hmenjadi 

hseorang hibu. hDengan hdemikian, hhukum hpidana hmemperhatikan hsemua 

hkejahatan hyang hterkait hdengan hperempuan, htermasuk hdengan hkejahatan 

hkekerasan.5 

Dalam hKUHP hada hbeberapa hPasal hyang hterkait hdengan hkekerasan 

hfisik hterhadap hperempuan hseperti hPasal h351 hsampai hdengan h356. hSelain 

hitu, hPasal h6 hUndang-Undang hPenghapusan hKekerasan hDalam hRumah 

hTangga h(UUPKDRT) hmengatur hperlindungan hhukum hterhadap hkorban 

hkekerasan hfisik hperempuan, hsedangkan hPasal h16 hmengatur hperlindungan 

hdan hPasal h44 hmengatur hsaksi hpidananya. h 

 
1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), 

hal. 8 
2 Rika Saraswati. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti. 2006). hal.1 
3 Rika Saraswati. Op cit. hal 2. 
4 Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan 

Masyarakat, Bandung, Refika Aditama 
5 Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogjakarta. 
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Pada hkenyataannya hkorban hsangatlah hmengharapkan hperlindungan hyang 

hseadil-adilnya. hKarena hitu, hhal hini hdianggap hsebagai hdiskriminasi hterutama 

hpada hperempuan hdan hmerupakan hsuatu hkejahatan hyang hmemerlukan 

hperlindungan hhukum hdari hpemerintah hdan hmasyarakat. hKarena hada 

hketentuan hyang hdimana hhukum hpidana hitu hakan hberlaku hjika hhanya hdapat 

hdilakukan hpenuntutan hkarena hadanya pengaduan. hKorban hsangat hsulit 

hmelaporkan htindak hpidanan hkekerasan, hkarena hmereka hakan hmerasa hmalu 

hjika haibnya hdiketahui holeh hmasyarakat. h 

Dengan hdasar hpemikiran hini, hmaka Penulis tertarik untuk hmelakukan 

hpenelitian hyang hmengkaji hperihal bentuk-bentuk hperlindungan hhukum 

hterhadap hperempuan hyang hmengalami tindak hkekerasan hdalam hrumah htangga 

hdi hKota hSurakarta. hDalam hpenelitian hdengan hjudul  “Perlindungan Hukum 

Terhadap Perempuan Yang Menjadi  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Di Kota Surakarta”. Berdasarkan latar hbelakang hyang hdiuraikan hdi hatas, hmaka 

hdapat hdirumuskan permasalahan hyaitu hapakah hperlindungan hhukum hdiberikan 

holeh hpenegak hhukum hterhadap hperempuan hkorban hkekerasan hdalam hrumah 

htangga holeh hsuami h(studi hputusan: nomor 65/pid.sus/PN skt) dan apakah hnorma 

hhukum hditerapkan huntuk hmemberikan hperlindungan hhukum hkorban 

hkekerasan hdalam hrumah htangga holeh hsuami.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam hpenelitian hini hmaka hpenulis hmenggunakan hjenis hpenelitian 

hyuridis hnormatif h(metode hpenelitian hhukum hnormatif). hMetode hpenelitian 

hyuridis hnormatif hadalah hpenelitian hhukum hyang hmenggunakan hkepustakaan 

hatau hdata hsekunder. hData hsekunder hadalah hpenelaah hkepustakaan hyang 

hrelevan hdata hini hberasal hdari hperundang-undangan, htulisan, hmakalah, hbuku, 

hdan hdokumen hatau harsip hyang hberhubungan hdan hmenunjang hdalam 

hpenulisan hpenelitian hini. hPengkajian hyang hdilakukan hhanyalah hterbatas hpada 

hperaturan hperundang-undangan h(tertulis) hyang hterkait hdengan hobjek hyang 

hakan hditeliti hyaitu hdilaksanakan hterhadap hperempuan hkorban hkekerasan 

hdalam hrumah htangga.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Apakah Perlindungan Hukum Diberikan Oleh Penegak Hukum Terhadap 

Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh 

Suami (Studi Putusan : Nomor 65/Pid.Sus/PN Skt)? 

Hukum hpidana hIndonesia hmasih htetap hmemberikan hancaman hbagi 

hsetiap hpelaku hkekerasan hdalam hrumah htangga, hmaupun hkejahatan 

hlainnya. hBeberapa hancaman hpidana hbagi hpelaku hkekerasan hdalam 

hKUHP hyang hsebelum hberlakunya hUU hKDRT hsebagai hacuan haparat 

hpenegak hhukum hsebagai hinstrumen hhukum huntuk hmelindungi hkaum 

hperempuan hdari hkejahatan hdan hkekerasan. 

Penggunaan hKUHP hsebagai hinstrumen hhukum hdalam hupaya 

hpenanggulangan hdan hpencegahan hKDRT hsebelum hberlakunya hUU 

hPKDRT hcukup hbaik, hjika hhakim hmenjatuhkan hputusannya hsesuai 

hdengan hancaman hhukuman hdan hmenindak hsiapa hsaja hyang hmelakukan 

hkekerasan hbiasa, hringan, hberat hatau hdirencanakan. hAkan htetapi hdalam 

hprakteknya hbelum hefektif hbaik hsecara hsubstantif hmaupun hpraktisnya, 

hterutama hdalam hmemberikan hperlindungan hhukum hkepada hperempuan. 
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Tidak hada halasan huntuk htidak hmemberikan hperlindungan hhukum hyang 

hmemadai hkepada hperempuan hyang hmenjadi hkorban hkekerasan hdalam 

hrumah htangga. hSetiap hupaya hyang hdilakukan holeh hpihak-pihak huntuk 

hmenghentikan hkekerasan hfisik, hpsikologis, hseksual, hatau hekonomi 

hterhadap hperempuan hdianggap hsebagai hperlindungan hhukum. h 

Pihak-pihak hyang hdapat hmemeberikan hperlindungan hhukum hkepada 

hperempuan hkorban hkekerasan hdalam hrumah htangga, hseperti hkeluarga 

hkorban, htetangga hkorban, htokoh hmasyarakat, hpenegak hhukum hseperti 

hpolisi, hjaksa, hhakim, hdan hlembaga hsosial. hYang hjelas, hpihak-pihak 

htersebut hdapat hmemberikan hrasa haman hdan hnyaman hkepada histri hyang 

hmenjadi hkorban hkekerasan holeh hsuami.Tetapi hperempuan hjuga hbenar-

benar hdilindungi hmelalui hbantuan hhukum, hlembaga hswadaya hmasyarakat, 

hdan hpenerimaan hyang hramah hdan hterbuka hdari hkepolisian hketika 

hmereka hmengajukan hpengaduan. h 

Menurut hBaharuddin hLopa, hmengatakan hbahwa h“pada hdasarnya htujuan 

hhukum hpidana hialah hmenegakkan hkeadilan, hsehingga hketertiban hdan 

hketentraman hmasyarakat hdapat hdiwujudkan”. hDalam hhal hini, hkeputusan 

hhakim hjuga hharus hdidasarkan hpada hrasa hkeadilan hagar hmasyarakat 

hmenghormatinya.6 

Dalam hkasus hkekerasan hterhadap histri, hpelaku htetap hdiatur holeh 

hKUHP hdengan hancaman hhukuman hyang hterdapat hdalam hPasal h351 

h(penganiayaan), hPasal h352 h(penganiayaan hringan). 

Untuk hmencegah hdan hmelindungi hkorban hkekerasan hdalam hrumah 

htangga h(KDRT), hundang-undang hpenghapusan hkekerasan hdalam hrumah 

htangga hno. h23 htahun h2004 hini hmengatur hberbagai haspek htindak hpidana 

hKDRT, htermasuk htindak hpidana hpenganiayaan hyang hdiatur hdalam 

hKUHP hjuga hmengatur hkewajiban hpenegak hhukum, hpetugas hkesehatan, 

hpekerja hsosial, hdan hrelawan hdalam hmelindungi hkorban hkekerasan. hUU 

hNo. h23 hTahun h2004 hadalah hsatu-satunya hundang-undang hyang 

hmemberikan hperlindungan hyang hlebih hjelas hbagi hkorban hkekerasan 

hdalam hrumah htangga, hterutama hbagi hpasangan hyang hmenjadi hkorban 

hkekerasan holeh hsuami. h 

Melalui hhasi hpenelitian hdari hkasus hputusan hperkara hnomor 

h65/pid.sus/2023/pn hskt hdapat hdijelaskan hbahwa hterdakwa hatas hnama 

h“RIGO hFIRANANSA hBIN hNARIYADI” htelah hmelakukan hpidana 

h“kekerasan hdalam hrumah htangga” hterhadap hkorban h“MARISA 

hSUGIARTI hSEMBODO”, hsebagaimana hdidakwakan hdalam hsurat 

hdakwaan hmelanggar hpasal hPasal h44 hayat h(4) hUU hRI hNo. h23 hTahun 

h2004 htentang hPenghapusan hKekerasan hDalam hRumah hTangga. h 

Menimbang, hbahwa hTerdakwa hdiajukan hke hpersidangan holeh hPenuntut 

hUmum hdidakwakan hberdasarkan hsurat hdakwaan hsebagai hberikut: 

Bahwa hterdakwa hRIGO hFIRANANSA hBIN hNARIYADI hpda hhari 

hminggu htanggal h21 hAgustus h2022 hsekitar hpukul h14.30 hWIB hatau 

hsetidak-tidaknya hpada hsuatu hwaktu hdalam hBulan hAgustus h2022 hatau 

hsetidak-tidaknya hpada hsuatu hwaktu hdalam htahun h2022 hbertempat hdi 

hdalam hkamar hrumah hyang hberalamt hdi hKp. hBusukan, hRt h03/27, hKel. 

hMojosongo, hKec. hJebres, hKota hSurakarta hatau hsetidak-tidaknya hpada 

 
6 Baharuddin Lopa dalam Abdul Wahid, Ibid, hal. 96 



Jurnal Bevinding Vol 02 No 03 Tahun 2024 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

E-ISSN 3024-9805 

 

15 
 

hsuatu htempat hyang hmasih htermasuk hdalam hdaerah hPengadilan hNegeri 

hSurakarta, htelah hmelakukan hperbuatan hkekerasan hfisik hdalam hlingkup 

hrumah htangga hsebagaimana hdimaksud hdalam hpasal h5 hhuruf ha hUU hRI 

hNo. h23 hTahun h2004 htentang hPenghapusan hKekerasan hDalam hRumah 

hTangga hyang hdilakukan hoelh hsuami hterhadap histri hatau hsebaliknya 

hyang htidak hmenimbulkan hpenyakit hatau hhalangan huntuk hmenjalankan 

hpekerjaan, hjabatan, hmata hpencaharian, hatau hkegiatan hsehari-hari, 

hperbuatan htersebut hdilakukan hterdakwa hdengan hcara-cara hsebagai 

hberikut: h 

Bahwa hterdakwa hRIGO hFIRANANSA hBIN hNARIYADI hyang 

hmerupakan hpasangan hsuami histri hdengan hsaksi hkorban hMARISA 

hSUGIARTI hSEMBODO h(menikah htanggal h30 hOktober h2010 hdi 

hSurakarta) hpada hhari hMinggu htanggal h21 hAgustus h2022 hterdakwa 

hRIGO hFIRANANSA hBIN hNARIYADI hbertemu hdengan hsaksi hkorban 

hMARISA hSUGIARTI hSEMBODO hyang hhendak hbertemu hdengan hibu 

hdan hadik hsaksi hkorban hyang hbernama hsaksi hRISKY hdan hkedua hanak 

hsaksi hkorban hdi hGrandmall hJl, hSlamet hRiyadi hNo. h273, hPenumping, 

hKec. hLaweyan, hKota hSurakarta hdan hketika hitu hsaksi hkorban hsedang 

hberada hdi hdalam hLobby hGrandmall hselanjutnya hterdakwa hdatang hdan 

hmenghampiri hsaksi hkorban hlalu hterdakwa hmenarik htangan hsaksi hkorban 

hmenuju hsepeda hmotor hterdakwa hmenuju hke hrumah hterdakwa hyang 

hberalamat hdi hKp. hBusukan, hRt03/27, hKel. hMojosongo, hKec. hJebres, 

hKota hSurakarta hdan hsetelah hsampai hdi hrumah htangan hsaksi hkorban 

hditarik hmasuk holeh hterdakwa huntuk hmasuk hke hdalam hkamar hsetelah 

hsampai hdi hdalam hkamar hsaksi hkorban hterbentur hbesi htempat htidur, 

hsetelah hitu hterdakwa hlangsung hmendekat hdan hmemkasa hsaksi hkorban 

huntuk hdi hajak hberhubungan hsuami histri, hnamun hsaksi hkorban hmenolak, 

hsetelah hitu hterdakwa hmenggigit hpipi hkiri hsaksi hkorban hsebanyak h1 

hkali, hkemudian hkedua htangan hterdakwa hmencekik hleher hsaksi hkorban 

hdan hmenjambak hrambut hsaksi hkorban. hSelanjutnya hkepala hsaksi hkorban 

hdi hbenturkan hke hdinding hkamar hsebanyak h4 hkali, hkemudian hsaksi 

hkorban hberteriak-teriak hminta htolong hdan hteriakan hsaksi hkorban htersebut 

hdidengar holeh hnenek hsaksi hkorban hyang hbernama hsaksi hTUGINI hdan 

hsaat hitu hada hjuga hbeberapa horang htetangga hsaksi hkorban hdatang 

hmenghampiri hdan hselanjutnya hterdakwa hmelepaskan hsaksi hkorban, 

hkemudian hterdakwa hpergi hke hkeluar hkamar hmenuju hkamar hmandi 

hsehingga hsaksi hkorban hdapat hmelarikan hdiri hdari hkamar hlalu hkeluar 

hrumah hdan hketika hterdakwa hmelihat hsaksi hkorban hkeluar hdari hkamar 

hterdakwa hberteriak h“MALING.. hMALING..” hsehingga htetangga hsemakin 

hbanyak hyang hdatang hdan hberkumpul hdi hdepan hrumah hdan hsetelah hitu 

hterdakwa hberkata hkepada htetangganya hsupaya htidak hikut hcampur hdalam 

hpermasalahan hrumah htangganya, hkemudian hterdakwa hdan hsaksi hkorban 

hditenangkan holeh hsaksi hARIS hMINARTO hynang hmerupakan hketua hRT 

hdan hsetelah hitu hkorban hdiantar hsaksi hARIS hMINARTO hke hrumah 

hsebelah h(rumah hibu hkandung hsaksi hkorban) huntuk hdilakukan hmediasi 

hdengan hterdakwa, hnamun hsetelah hitu hke hesokan hharinya hsaksi hkorban 

hmelaporkan hkejadian htersebut hdi hKantor hPolisi hSurakrta hdan hsebagai 

hakaibat hperbuatan hterdakwa htelah hmengakibatkan hsaksi hkorban 

hmerasakan hsakit hdan hberdasarkan hhasil hdari hvisume het hrepertum 
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hNomor h: h02/VER/VIII/2022 htanggal h26 hAgustus h2022 hyang hdibuat 

holeh hdr. hRiza hAbdillah hdari hRS. hTK hIII hSlamet hRiyadi hSurakarta 

hdengan hpendapat hpada hpemeriksaan hyang hdilakukan hterhadap hsaksi 

hkorban hMARISA hSUGIARTI hSEMBODO hpada hhari hminggu htanggal 

h21 hAgustus h2022 hdiperoleh hhasil hpemeriksaan hpada hkepala hbengkak 

hdikepala hbagaian hbelakang hsebelah hkanan hukuran h3x3 hcm hpasien 

hmengeluhkan hpusing, hpipi hkiri htampak hbengkak hdan hkemerahan hukuran 

h1x1 hcm hdan h1x2 hcm hsehingga hkesimpulan hterdapat hCKR h(cidera 

hkepala hringan) hdan hcephalgia h(nyeri hkepala) hdan hkarena hkelainan-

kelainan hdiatas htidak htimbul hpenyakit hatau hhalangan hutuk hmenjalankan 

hpekerjaan hatau hpencaharian. h 

Perbuatan hterdakwa hdiatur hdan hdiancam hpidana hdalam hPasal h44 hayat 

h(4) hUU hRI hNo. h23 hTahun h2004 htentang hPenghapusan hKekerasan 

hDalam hRumah hTangga h“dalam hhal hperbuatan hsebagaimana hdimaksud 

hpada hayat h(1) hdilakukan hoelh hsuami hterhadap histri hatau hsebaliknya 

hyang htidak hmenimbulkan hpenyakit hatau hhalangan huntuk hmenjalankan 

hpekerjaan hjabatan hatau hmata hpencaharian hatau hkegiatan hsehari-hari, 

hdipidana hdengan hpidana hpenjara hpaling hlama h4 h(empat) hbulan hatau 

hdenda hpaling hbanyak hRp h5.000.000,00 h(lima hjuta hrupiah).” h 

Hakim hdalam hmenjatuhkan hpidana hterhadap hterdakwa hjuga hperlu 

hmempertimbangkan hkeadaan hyang hmemberatkan hdan hmeringankan 

hterdakwa, hseperti h: hhal-hal hyang hmemberatkan hyaitu hterdakwa hselaku 

hkepala hkeluarga htidak hmemberikan hcontoh hyang hbaik hbagi hkeluarga; 

hbelum hada hperdamaian hdengan hkorban, hdan hhal-hal hyang hmeringankan 

hyaitu hterdakwa hmengakui hterus hterang hperbuatannya hdan hmenyesal; 

hterdakwa hbersikap hsopan hsaat hdi hpersidangan. hHakim hmenjatuhkan 

hpidana hterhadap hterdakwa hdengan hpidana hpenjara hselama h3 h(tiga 

hbulan) 

 

2. Apakah Norma Hukum Diterapkan Untuk Memberikan Perlindungan 

Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Oleh Suami?  

Pada hkenyataannya hUndang-Undang hNomor h23 hTahun h2004 hsudah 

hdibentuk hdengan htujuan huntuk hmenyelamatkan hdan hmelindungi hpara 

hkorban hkekerasan hdalam hrumah htangga. hNamun hkeadaannya hberbanding 

hterbalik hyang hterjadi hdi hdalam hkehidupan hmasyarakat, hbahwa hpara 

hkorban htersebut htidak hberani hatau htidak hmau huntuk hmelaporkan hatas 

hperistiwa hyang htelah hmereka hdapatkan. hDan hkurangnya hkepercayaan 

hdari hmasyarakat hkepada hsistem hhukum hdi hIndonesia hyang hdisebabkan 

hfakta hsebelum hdisahkannya hUU hNo. h3 hTahun h2004. h 

Kasus hyang hterjadi hialah hbanyaknya hlaporan hmengenai hkekerasan 

hdalam hrumah htangga htetapi hlaporan htidak hdilanjutkan hsampai hke htahap 

hpenyidikkan. hMenurut hUndang-undang hNomor h3 hTahun h2004, hparameter 

hdari hpenghapusan hkekerasan hdalam hrumah htangga hyaitu hberdasarkan: 

A. Penghormatan hHak hAsasi hManusia h 

B. Keadilan hserta hKesetaraan hGender h 

C. Nondiskriminasi h 

D. Perlindungan hKorban 
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Pelayanan hkonsultasi, hmediasi, hpendampingan, hdan hrehabilitas hlebih 

hpenting hdalam hperlindugan holeh hinstitusi hdan hlembaga hnon hpenegak 

hhukum. hHal hitu htidak hakan hmengarah hpada hlitigasi. hNamun, hmasing-

masing hinstitusi hdan hlembaga-lembaga hlainnya hyang hsangat hpenting hdalam 

hmencegah hdan hmenghapus hKDRT. hUU hPKDRT hmembagi hperlindungan 

hmenjadi hperlindungan hyang hbersifat hsementara hdan hperlindungan hdengan 

hpenetapan hpengadilan hdan hlayanan. hInstitusi hdan hlembaga hmemberikan 

hperlindungan hdan hpelayanan hyang hsesuai hdengan hfungsi hdan htugasnya. h 

Pasal h10 h(a) hdalam hUU hPKDRT hmenyatakan hbahwa hkorban hberhak 

hmendapatkan hperlindungan hdari hkeluarga, hkepolisian, hkejaksaan, hpengadilan, 

hadvokat, hlembaga hsosial, hatau hpihak hlainnya hbaik hsecara hpermanen 

hmaupun hberdasarkan hperlindungan hkeadilan hyang hditetapkan hkeadilan hyang 

hditetapkan holeh hpemerintah, hdengan hpenjelasan hsebagai hberikut: 

1. Kepolisian hmemberikan hperlindungan hsementara, hselama hpaling 

hlama h7 h(tujuh) hhari. hDalam hwaktu h1x24 hjam hsejak hmemberikan 

hperlindungan, hpolisi hharus hmeminta hsurat hperintah hperlindungan 

hdari hpengadilan. hPolisi hdapat hmemberikan hperlindungan hsementara 

hkepada hkorban hdengan hbekerja hsama hdengan htenaga hkesehatan, 

hsosial, hrelawan, hpendamping, hdan hpembimbing hrohani. h 

2. Perlindungan holeh hadvokat hdiberikan hdalam hbentuk hkonsultasi 

hhukum, hmelakukan hmediasi hdan hnegoisasi hdi hantara hpihak 

htermasuk hkeluarga hkorban hdan hkeluarga hpelaku h(mediasi), hdan 

hmendampingi hkorban hdi htingkat hpenyidikan, hpenuntutan, hdan 

hpemeriksaan hdalam hsidang hpengadilan h(litigasi), hmelakukan 

hkoordinasi hdengan hsesama hpenegak hhukum, hrelawan hpendamping, 

hdan hpekerja hsosial. h 

3. Pengadilan hmemberikan hperintah hperlindungan hselama hsatu htahun 

hdan hdapat hdiperpanjang. hJika hpelaku hmelakukan hpelanggaran hatas 

hpernyataan hyang hditandatanganinya hbahwa hdia hakan hmemenuhi 

hperintah hperlindungan, hpengadilan hdapat hmelakukan hpenahanan 

hdengan hsurat hperintah hpenahanan hterhadap hpelaku hKDRT hselama 

h30 h(tiga hpuluh) hhari. hPengadilan hjuga hdapat hmemberikan 

hperlindungan htambahan huntuk hkorban hsaat hmempertimbangkan 

hrisiko hyang hmungkin hterjadi. h 

4. Tenaga hkesehatan hwajib hmemberikan hlaporan htertulis hhasil hdari 

hpemeriksaan hmedis. hHal hini hsangat hpenting huntuk hpemberian 

hsanksi hterhadap hpelaku hKDRT, hdan hmembuat hvisum het 

hrepertum, hatau hsurat hketerangan hmedis hlainnya, hatas hpermintaan 

hpenyidik hkepolisian hsebagai hbukti. h 

5. Pelayanan hpekerja hsosial hdiberikan hdalam hbentuk hkonseling huntuk 

hmenguatkan hdan hmemberikan hrasa haman hbagi hkorban, 

hmemberikan hinformasi hmengenai hhak-hak hkorban huntuk 

hmendapatkan hperlindungan, hserta hmenagntarkan hkoordinasi hdengan 

hinstitusi hdan hlembaga hterkait. h 

6. Pelayanan hrelewan hpendamping hdiberikan hkepada hkorban hmengenai 

hhak-hak hkorban huntuk hmendapatkan hseorang hatau hbeberapa 

hrelawan hpendamping, hmendampingi hkorban hmemaparkan hsecara 

hobjektif htindak hKDRT hyang hdialaminya hpada htingkat hpenyidikan, 

hpenuntutan hdan hpemeriksaan hpengadilan, hmendengarkan hdan 



Jurnal Bevinding Vol 02 No 03 Tahun 2024 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

E-ISSN 3024-9805 

 

18 
 

hmemberikan hpenguatan hsecara hpsikologis hdan hfisik hkepada 

hkorban. h 

7. Pelayanan holeh hpembimbing hrohani hdiberikan huntuk hmemberikan 

hpenjelasan hmengenai hhak, hkewajiban hdan hmemberikan hpenguatan 

himan hdan htakwa hkepada hkorban. h 

UU hPKDRT hadalah hundang-undang hyang hmengatur hpermasalahan 

hspesifik hsecara hkhusus, hsehingga hmemuat hunsur-unsur hlex hspecial7. hUnsur-

unsur htersebut hterdiri hdari: 

a. Unsur hkorektif hterhadap hpelaku 

UU hPKDRT hmemberikan halternatif hhukuman hdari hKUHP, hyang 

hhanya hmengatur hhukuman hpenjara hdan hdenda, hseperti hkerja 

hsosial hdan hprogram hintervensi hterhadap hpelaku htersebut. hHal hini 

hdimaksudkan huntuk hmencegah hpelaku hmelakukan htindakan 

hkeekrasan hlainnya. h 

b. Unsur hpreventif hterhadap hmasyarakat h 

Tujuan hdari hUU hPKDRT hadalah huntuk hmencegah hkekerasan 

hdalam hrumah htangga hkarena hmasalah hKDRT hselama hini hmasih 

hdianggap hsebagai hmasalah hprivat, hsehingga hkekerasan hyang 

hterjadi htidak hmudah huntuk hmenghubanya. h 

c. Unsur hprotektif hterhadap hkorban h 

Dalam hUU hPKDRT, hada hpasal hyang hmelindungi hkorban 

hkekerasan hdomestik, hterutama hpihak hyang htersubordinasi hatau 

hkelompok hrentan. h 

Perlindungan hbagi hkorban hkekerasan hdalam hrumah htangga h(KDRT) 

htidak hdapat hdiberikan holeh hKUHP hdan hKUHAP. hKarena, hkedua haturan 

htersebut hmasih hsangat humum, hmereka htidak hmempertimbangkan hkesulitan 

hyang hdihadapi hkorban hdalam hmendapatkan hperlindungan hhukum, hterutama 

hkarena hjenis hkelaminnya. hBaik hKUHP hmaupun hKUHAP htidak 

hmempertimbangkan hkonteks hbudaya hpatriarchat hdan hfeodal, hserta hperbedaan 

hkelas hatau hstatus hsosial hyang hmenyebabkan hketimpangan hdalam hhubungan 

hsosial, hterutama hdalam hhubungan hrumah htangga. hMenurut haturan hini, 

hsetiap horang hmemiliki hkesempatan hyang hsama huntuk hmemperoleh hkeadilan 

hhukum. 

Akan htetapi hdalam hUU hPKDRT hhal hini hdirumuskan hsistem hsanksi 

hsecara halternatif, hbahwa hpelaku hKDRT hdapat hdikenakan hpidana hpenjara 

hatau hpidana hdenda. hDengan hdemikian, hdalam hpelaksanaannya hakan 

hmemberikan hketidakadilan hbagi hkorban hKDRT hitu hsendiri, hdengan hadanya 

hsanksi halternatif hpelaku hKDRT hdapat hmemilih huntuk hmembayar hdenda 

hdaripada hmelaksanakan hhukuman hpidana hpenjara. h 

Secara hyuridis hformal, hUU hNo h23 hTahun h2004 htelah hmemberikan 

hperlindungan hhukum hkepada hkorban htindak hpidana hkekerasan hdalam hrumah 

htangga. hAkan htetapi, hpelaksanannya hdi hlapangan hsangat hbergantung hpada 

hkebudayaan h(culture), hmasyarakat h(dimana hhukum htersebut hberlaku), hdan 

hfaktor-faktor haparat hpenegak hhukum hitu hsendiri. 

 

 

 

 
7 www.lbhapik.com, diakses 11 Januari 2024 
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       D.  PENUTUP 

1. Kesimpulan h 

Dalam hUndang-undang hPenghapusan hDalam hRumah hTangga h(UU hNo. 

h23 hTahun h2004) hbentuk hperlindungan hhukum hbagi histeri h(sebagai hyang 

htermasuk hdalam hlingkup hrumah htangga) hyang hmendapat htindakan 

hkekerasan htermasuk hhak-hak hkorban huntuk hmendapatkan hperlindungan 

hdari hkeluarga, hkepolisian, hkejaksan, hpengadilan, hadvocat, hlembaga hsosial, 

hatau hpihak hlainnya hbaik hsementara hmaupun hberdasarkan hpenetapan 

hperintah hperlindungan hdari hpengadilan. h 

Petugas hpenegak hhukum htelah hmelindungi hhak-hak hperempuan hsejak 

hditemukannya hkasus hkekerasan hterhadap hpetugas hkepolisian hhingga 

hpemeriksaan hdi hpengadilan. hPada hdasarnya hbahwa hjaksa hakan 

hmelindungi hhak hperempuan, hterutama hkorban hkekerasan hdalam hrumah 

htangga hdengan hmembuat hdakwaan hdan hmelakukan hpenuntutan. hJaksa 

hakan hmempertimbangkan haspek hsosisologis hdan hpsikis hkorban hsaat 

hmelakukan hpenuntutannya. hhakim hwajib hmenggali, hmengikuti, hdan 

hmemahami hnilai-nilai hhukum hyang hhidup hdalam hmasyarakat. hSelain hitu, 

hketika hmereka hmempertimbangkan hseberapa hberat hsuatu hpidana, hmaka 

hmereka hjuga hharus hmempertimbangkan hsifat hbaik hdan hsifat hjahat hdari 

hpelaku. hHakim hharus hmemberikan hrasa hkeadilan, hbukan hhanya huntuk 

hterdakwa htetapi hjuga huntuk hkorban. h 

Dari hsegi hsubstansi hhukum, hantara hlain hkebijakan hundang-undang 

hbelum hmemadai hyang hmembuat hpenanganan hyang hsesuai hdengan 

hUndang-undang hNo. h23 hTahun h2004 hmenjadi hsulit. hSalah hsatu hkendala 

hutama hdari hsegi hstruktur hhukum hterletak hpada hpetugas hpenegak 

hhukumnya, hyang hgagal hdalam hmemahami hUndang-Undang hPenghapusan 

hKekerasan hdalam hRumah hTangga, hkarena hmasalah hKDRT hmasih 

hdianggap hsebagai haib hkeluarga. hTidak hsatu hpun hpenegak hhukum hsetuju 

hdengan hundang-undang hUU hPKDRT hyang hmenyebabkan hhambatan hdalam 

hpelaksanaannya. 

2. Saran h 

Mengedukasi hmasyarakat htentang hUU hNo h23 hTahun h2004 hmengenai 

hPenghapusan hKekerasan hDalam hRumah hTangga hbertujuan hagar hkesadaran 

hterhadap hsanksi hpidana hyang hakan hditerima holeh hpelaku hterkait htindak 

hkekerasan hdalam hlingkup hrumah htangga. hTujuannya hadalah hagar hsetiap 

hkorban hmemiliki hkeberanian huntuk hmelaporkan hsegala hbentuk hkekerasan 

hyang hmereka halami hsesuai hdengan hketentuan hhukum hyang hberlaku, 

hdengan hharapan htindak hkekerasan hdapat hdiminimalisir hdan hpenegakan 

hhukum hdapat hlebih hresponsif hterhadap hkasus-kasus hkekerasan hdalam 

hrumah htangga. hDiharapkan hpula hagar hmasyarakat hyang hmenjadi hkorban 

hatau hmengetahui hkasus hkekerasan hdalam hrumah htangga hberani 

hmelaporkannya hkepada hpihak hkepolisian huntuk hpenanganan hhukum hyang 

hsesuai, hserta hmeningkatkan hfasilitas huntuk hpemulihan hkorban hbaik hsecara 

hfisik hmaupun hmental hdi hsarana hkesehatan hyang htepat. 
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